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WARGA PEKANBARU BAYAR RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN 

SECARA NON TUNAI 

 
Sumber gambar: https://www.pekanbaru.go.id/p/news/warga-pekanbaru-bayar-retribusi-pelayanan-

kebersihan-secara-non-tunai  

 

Isi Berita: 

PEKANBARU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota 

Pekanbaru membuat kebijakan untuk pembayaran secara non tunai. Kebijakan ini untuk 

mencegah ulah oknum yang memungut sembarangan retribusi pelayanan kebersihan. 

Warga yang termasuk wajib retribusi nantinya bakal memperoleh Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah (SKRD).  

Petugas tidak akan memungut langsung retribusi tersebut. Mereka hanya 

menyerahkan SKRD kepada warga yang wajib retribusi. Warga yang nantinya 

membayarkan retribusi secara non tunai. "Kami ingatkan kepada warga agar tidak 

membayarkan langsung retribusi kepada petugas, tapi lakukan pembayaran secara non 

tunai," tegas Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Fahlevi.  

Retribusi pelayanan kebersihan perumahan dan tempat usaha wajib dibayarkan 

secara non tunai. Ia menyebut bahwa warga saat ini sudah didata agar terdaftar sebagai 

penerima SKRD. "Ketika sudah didaftarkan SKRD sebagai wajib retribusi, maka warga 

wajib retribusi dapat lakukan pembayaran secara non tunai," ulasnya. Reza mengingatkan 

warga agar tidak sekalipun membayar retribusi secara langsung ke petugas yang 

membagikan SKRD.  

Ia menyadari banyak oknum yang mengaku sebagai petugas dari DLHK. "Jangan 

mudah percaya, petugas DLHK dibekali identitas sekaligus SKRD," jelasnya. Besaran 

retribusi pelayanan kebersihan untuk rumah atau tempat tinggal ada di kisaran Rp 8.000 
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per bulan hingga Rp 50.000 per bulan. Sedangkan untuk tempat usaha besaran retibusinya 

mulai dari Rp 10.000 per bulan. (Kominfo7/RD2) 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.pekanbaru.go.id/p/news/warga-pekanbaru-bayar-retribusi-pelayanan-

kebersihan-secara-non-tunai, “Warga Pekanbaru Bayar Retribusi Pelayanan 

Kebersihan Secara Non Tunai”, tanggal 9 September 2024; dan 

2. https://www.cakaplah.com/berita/baca/114592/2024/09/09/pembayaran-retribusi-

sampah-sudah-non-tunai-warga-diingatkan-tak-bayar-

cash#sthash.dT67wgEm.WL4GJlDn.dpbs, “Pembayaran Retribusi Sampah Sudah 

Non Tunai, Warga Diingatkan Tak Bayar Cash”, tanggal 9 September 2024. 

 

Catatan: 

• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak 

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas 

Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli 

daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

• Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari 

wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki 

tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan 

dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada: 

1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak 

Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan.” 

2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi: 

1. pajak daerah; 

2. retribusi daerah; 

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
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4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.” 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.” 

3. Pasal 286: 

a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan 

dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut 

dengan Perda.” 

b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan 

atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.” 

c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang 

dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• Surat Edaran Nomor 61/SE/2024 tentang Pembayaran Retribusi Persampahan Wajib 

Retribusi Badan/Usaha dan Perumahan Non Tunai. 


